
 

 
BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR    12    TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA  

NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 

KABUPATEN NATUNA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NATUNA, 
 

Menimbang  :      a. bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) sebagai program yang efektif dan 
efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna; 
 

  b.   bahwa untuk kelancaran administrasi dan 

operasional pelaksanaan Program Rehabilitasi 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maka perlu dibuat 
suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya; 

 

  c. bahwa untuk penyempurnaan suatu pedoman 

dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) maka dipandang perlu untuk 
dibuatkan suatu perubahan petunjuk teknis dalam 

pelaksanaannya; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan  peraturan Bupati  tentang Perubahan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna. 
    

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Ketiga 

 

 
 



   atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota 
Batam      (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

 

  2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4237); 
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4438 ); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang    

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 

tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3260 ); 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737 ); 
 

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 

tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial 

bagi Keluarga Fakir Miskin; 
 

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 

tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir 

Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 

Nomor 1); 

 
 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE LIMA 

ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 10 TAHUN 

2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 

KABUPATEN NATUNA. 

 

 
 Pasal I 

 
Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Natuna 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH) Kabupaten Natuna Tahun 2011 (Berita Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 55) diubah 

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten 

Natuna. 

 
 

  Ditetapkan di Ranai 

  pada tanggal 2 Maret 2015

  

  

BUPATI NATUNA, 
 
 

ttd 
 

ILYAS SABLI 
 

Diundangkan di Ranai 

pada tanggal 2 Maret 2015        

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN NATUNA, 
 
 

 ttd 
 

SYAMSURIZON 
 

 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 12 


